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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Istilah yang dikenal dalam sejarah pemerintahan Islam 

adalah Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd, merujuk pada mereka yang 

mempunyai kekuasaan untuk melonggarkan dan mengikat. Model 

mental para ulama fiqih yang mencetuskan istilah Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd di dasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah 

pertama yaitu Abu Bakar As-Shidiq r.a untuk menggantikan 

kepemimpinan Rasulullah SAW oleh para sahabat yang mewakili 

dua golongan, yaitu golongan Ansar dan pemimpin Muhajirin. 

Para ulama fiqih menyebut mereka Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd, yang 

berperan sebagai wakil rakyat.
1
 

Ahli fiqih Siyasah menggambarkan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd 

sebagai orang yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan 

atas nama Ummat (warga negara). Dengan kata lain, Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd adalah lembaga perwakilan yang mengumpulkan dan 

menyampaikan suara masyarakat. 

1. Menurut Djazuli, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Ahl 

Al-Hall Wa Al-`Aqd yang memiliki otoritas untuk 

mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah yang mashlahat. 

Dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-
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Qur'an dan Al-Hadits, mereka memiliki kewenangan untuk 

membuat undang-undang yang mengikat semua orang. 

Selain itu, mereka adalah tempat di mana imam dapat 

berkonsultasi untuk menentukan kebijaksanaannya. 

2. Menurut Habib ash-Shiddieqy dalam bukunya Ilmu 

Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd 

adalah mereka yang ditugaskan untuk memilih kepala 

negara; mereka juga melakukan akad dan bertanggung jawab 

atas hal ini.
2
 

Pada dasarnya dalil mengenai Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd 

tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, namun 

istilah tersebut hanya ada dalam bidang yurisprudensi, dalam 

bidang politik, kebijakan agama dan keputusan hukum yang 

penting, dari perspektif global, maka dasar istilah ini qiaskan 

dengan istilah Ulil Al Amri. Sebagaimana firman Allah SWT 

Surah An Nisa' Ayat 59: 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ْ  ٱلَّذ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوآ ْ  ٱللّذ طِيعُوا

َ
وْلِِ  ٱلرذسُولَ وَأ

ُ
رِ وَأ مأ

َ  ٱلۡأ
وهُ إلََِ  ءٖ فرَُدُّ تُمأ فِِ شََأ ۖۡ فَإنِ تنَََٰزعَأ ِ مِنكُمأ إنِ كُنتمُأ  ٱلرذسُولِ وَ  ٱللّذ

ِ تؤُأ  ِ مِنُونَ ب وَأمِ وَ  ٱللّذ سَ  ٱلۡأٓخِرِ   ٱلۡأ حأ
َ
ٞ وَأ َٰلكَِ خَيۡأ ويِلًا  نُ ذَ

أ
  ٥٩تأَ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
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(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa ; 59)
3
 

 

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada 

hambanya semua bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh 

manusia sebagai kholifah harus berfokus pada prinsip-prinsip 

ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan Rosulnya. Jika 

suatu aturan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, maka 

harus diikuti dan dipatuhi. Namun, jika aturan atau kebijaksanaan 

tersebut tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, maka 

tidak perlu diikuti dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini, Allah 

menegaskan kepada kaum muslimin bahwa jika mereka benar-

benar mengatakan bahwa mereka beriman, maka jika ada 

perselisihan tentang masalah tertentu, jawabannya harus 

dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya.
4
  

Karena sebagian ahli tafsir menyamakan Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd dengan Uli Al-Amr ketika  membahas Surah An-Nisa', 

4:59, menurut pendapat Al-Naisaburi, Al-Nawawi dan 

Muhammad Abduh. Al-Naisaburi mengatakan bahwa Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd adalah orang-orang terhormat dan berwawasan luas. 

Al-Nawawi mengidentifikasinya sebagai pemimpin masyarakat 

dan karakter, sedangkan Abduh yang ditulis oleh muridnya 

Muhammad Rasyid Ridha bahkan merinci komponen Ahl Al-Hall 
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Wa Al-`Aqd yaitu para Amir, Hakim, Ulama, Panglima perang 

dan seluruh pemimpin  menjadi rujukan umat Islam dalam urusan 

publik. 

Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dapat dianggap sebagai otoritas 

elektoral. Rakyat digunakan sebagai wakil rakyat dan mempunyai 

tugas, termasuk memilih raja atau kepala negara. Menurut 

pandangan para ulama Fiqh dan kecenderungan umat Islam 

generasi pertama dalam sejarah. Dalam hal ini fungsinya sama 

dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga 

penyalur suara rakyat untuk menentukan kepala negara.
5
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut 

demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan 

demokratis ini dinilai cocok dengan sifat toleran masyarakat 

Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”
6
 Salah satu syarat  atau prinsip utama 

penyelenggaraan pemerintahan demokratis di Indonesia adalah 

dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilihan 

Umum).
7
 

Bangsa Indonesia dan negara Indonesia merupakan satu 

kesatuan. Suatu bangsa dan negara memerlukan syarat khusus 

yang lebih penting, yaitu adanya seorang pemimpin yang 
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merupakan perwujudan atau personifikasi dari sekian banyak 

warga negara yang berkumpul di dalamnya. Salah satunya lebih 

dikenal dengan nama Presiden Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: 

"Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan untuk 

memerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar." 

Indonesia menganut sistem pemerintahan republik, artinya 

kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam pemerintahan kerakyatan 

ini, segala bentuk kebijakan yang memenuhi kebutuhan rakyat 

harus dikembalikan kepada rakyat. Dengan kata lain, politik 

harus memperjuangkan kebahagiaan rakyatnya sendiri. Indonesia 

menjaga kedaulatan ini.
8
 

Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
9
 Secara 

khusus penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga 

penyelenggara Pemilihan Umum yang meliputi Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), fungsi penyelenggara pemilihan wakil terpilih 

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1): “Indonesia adalah negara kesatuan 
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yang berbentuk Republik.”
10

 Sebagai negara republik, 

pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden.  

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah 

mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilihan Umum 

merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan 

suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum yang besifat langsung, umum, bebas, jujur, adil 

dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. 

Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum harus 

mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada 

salah satu Peserta Pemilihan Umum serta memahami tugas dan 

tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

menghormati hak-hak politik dari warga negara.
11

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga 

negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga 

negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, 

Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sejumlah Pasal dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan Pemilihan Umum 

sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan 

pemerintahan, Pasal yang secara khusus menyebut Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22E ayat 5 yang 
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menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh 

suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan 

mandiri”.
12

  

Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dirumuskan oleh ulama fiqih 

sebutan bagi orang orang yang bertindak sebagai wakil rakyat 

untuk menyuarakan hati nurani mereka, yang bertugas untuk 

memilih kepala negara secara langsung, hal ini berkaitan dengan 

masyarakat itu sendiri.
13

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga 

Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum.
14

 

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu penting dan 

strategis sehingga patut mendapat perhatian ketika timbul 

masalah. Fokus kajian ini adalah perbandingan antara 

kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dengan kewenagan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses pemilihan 

kepala negara. 

Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

perbandingan kedua kewenangan lembaga tersebut dalam konteks 

pemilihan kepala negara, sebab dilihat dari segi kedudukannya, di 

dalam pemerintahan Islam lembaga Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dini 

berwenang memilih khalifah, imam, dan amir atau memilih 
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kepala negara/kepala pemerintahan dan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) sebagai lembaga negara di Indonesa berwenang 

melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Sehingga penulis dapat menghasilkan sebuah judul “ANALISIS 

PERBANDINGAN KEWENANGAN AHL AL-HALL WA AL-

`AQD DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

(KPU) DI INDONESIA DALAM PROSES PEMILIHAN 

KEPALA NEGARA” 

 

B. Fokus Peneltian 

Penelitian ini akan mengeksplorasi dan membandingkan 

kewenangan yang dimiliki oleh Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dalam 

tradisi politik Islam klasik dengan kewenangan yang dimiliki oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia dalam proses 

pemilihan kepala negara. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun 

permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah: 

1. Bagaimana kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dalam 

proses pemilihan kepala negara? 

2. Bagaimana kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

di Indonesia dalam proses Pemilihan Umum kepala 

negara? 
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3. Bagaimana analisis perbandingan kewenangan Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd dan kewenangan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) di Indonesia dalam proses kemilihan 

kepala negara? 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis menarik 

tujuan penelitian dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mengenai kewenangan Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd dalam proses pemilihan kepala negara. 

2. Untuk mengetahui mengenai kewenangan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pemilihan Umum 

kepala negara. 

3. Untuk mengetahui analisis perbandingan kewenangan Ahl 

Al-Hall Wa Al-`Aqd dan kewenangan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) di Indonesia dalam proses kemilihan 

kepala negara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

dari segi akademis, segi praktis dan segi teoritis.  

1. Segi Akademis 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dan pengetahuan bagi semua pihak, sehingga dapat 
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menambah wawasan penulis, pembaca dan masyarakat 

umum mengenai lembaga pemilihan kepala negara. 

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat 

untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

serupa dalam bidang hukum Islam dan mengenai 

pemilihan kepala negara. 

c. Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan 

pemahaman akademis bagi pembaca terkait korelasi 

antara hukum Islam dengan sistem pemilihan kepala 

negara. 

2. Segi Praktis 

a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai panduan oleh 

pemilih atau masyarakat mengenai aspek hukum dan 

kewenangan yang ada pada pemilihan kepala negara. 

Sehingga bisa meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai proses pemilihan. 

b. Penelitian ini dapat membantu terhadap kewenangan 

Ahlu Halli Wa Al `Aqd dan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) yang bisa memperjelas persamaan dan perbedaan 

keduanya, dalam hal pemilihan kepala negara. 

3. Segi Teoritis 

a. Penelitian ini bisa menjadi kontribusi yang berguna 

untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada 

konteks pemilihan kepala negara. Hal ini dapat 

memperkaya literatur yang telah ada. 
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b. Penelitian ini bisa bermanfaat terhadap pengembangan 

teori mengenai sistem pemilihan kepala negara. 

c. Penelitian ini bisa membuka jalan untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai perbandingan sistem pemilihan kepala 

negara di negara yang menggunakan hukum Islam, dan 

tidak menggunakan hukum Islam. Sehingga bisa 

diidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam 

kewenangannya.  

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Nama Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

MAZDAN 

MAFTUKHA 

ASSYAYUTI 

PERBANDINGAN 

KONSEPSI AHL AL-

HALL WA AL-`AQD 

DALAM TEORI 

KENEGARAAN 

ISLAM DAN 

KONSEPSI 

LEMBAGA 

PERWAKILAN 

DALAM TEORI 

KENEGARAAN 

MODERN 

Persamaan penulis 

dan peneliti 

sebelumnya  

terletak pada tema 

umum kedua judul 

tersebut, yang mana 

mengkaji konsep 

kenegaraan, 

khususnya 

mengenai otoritas 

dan perwakilan 

dijalankan dalam 

konteks yang 

Perbedaan 

Penulis dan 

Peneliti 

sebelumnya 

terletak antara 

kedua Penulis 

dan peneliti judul 

ini perbandingan 

spesifik dan 

fokus 

kontekstualnya. 

Penulis 

mengkhususkan 



12 

 

berbeda. Penelitian 

Penulis dan Peneliti 

mengandung 

elemen kajian 

perbandingan antara 

konsep tradisional 

dalam Islam dengan 

konsep modern. 

Dalam hal ini, 

keduanya mengkaji 

konsep Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd sebagai 

bagian dari teori 

kenegaraan Islam 

dan 

membandingkannya 

dengan lembaga 

kenegaraan modern. 

diri pada 

perbandingan 

kewenangan 

dalam proses 

pemilihan kepala 

negara antara Ahl 

Al-Hall Wa 

Al.`Aqd dan 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) di 

Indonesia, 

sementara 

penelitian 

sebelumnya lebih 

berfikus pada 

perbandingan 

konseptual antara 

Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd 

dalam teori 

kenegaraan 

modern secara 

lebih luas dan 

umum. 
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MUHAMMAD 

NASIR 
SISTEM PEMILIHAN 

KEPALA NEGARA 

DALAM PERSEPSI 

AL MAWARDI DAN 

IBN TAIMIYAH 

(Kajian Terhadap 

Sistem Pemilihan 

Presiden Republik 

Indonesia) 

Persamaan Penulis 

dan Peneliti 

sebelumnya dalam 

fokusnya terhadap 

sistem pemilihan 

kepala negara, 

dengan perhatian 

khusus pada 

konteks pemilihan 

presiden di 

Indonesia. 

Keduanya juga 

melakukan kajian 

perbandingan antara 

konsep Islam dan 

sistem modern di 

Indonesia. Penulis 

dan peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

perspektif Islam 

untuk menganalisis 

mengenai pemilihan 

kepala negara. 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

objek kajian 

spesifik, 

pendekatan 

metodologis, dan 

fokus 

kontekstual. 

Penulis 

membandingkan 

kewenangan Ahl 

Al-Hall Wa Al-

`Aqd dengan 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU), 

sedangkan 

Peneliti 

sebelumnya 

membandingkan 

pandangan 

teoretis Al-

Mawardi dan Ibn 

Taimiyah dengan 
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sistem pemilihan 

presiden di 

Indonesia. 

Penulis lebih 

kepada 

kelembagaan, 

sementara 

peneliti lebih 

kepada teoritis. 

H. KADENUN Kedudukan Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd Dalam 

Pemerintah Islam 

Penulis dan Peneliti 

sebelumnya sama 

dalam mengangkat 

tema yang berkaitan 

dengan 

pemerintahan. 

Keduanya 

menggunakan 

kerangka kerja 

Islam untuk 

menganalisis peran 

Ahl Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd. 

Penelitian 

Penulis lebih 

spesifik dan 

menggunakan 

pendekatan 

perbandingan 

untuk 

menganalisis 

kewenangan dua 

entitas konkret, 

sedangkan 

penelitian kedua 

lebih bersifat 

deskriptif dan 

teoritis, 

mengeksplorasi 
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konsep Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd 

dalam konteks 

sejarah dan teori 

politik Islam. 

AHMAD 

ABDUL 

MUJIB 

IMPLEMENTASI 

KONSEP AHL AL-

HALL WA AL-`AQD` 

AQD AL MAWARDI 

DALAM PROSES 

PEMILIHAN 

PIMPINAN KPK 

OLEH DPR 

Penulis dan Peneliti 

sebelumnya sama 

dalam membahas 

peran Ahl Wal-Hall 

Wa Al-`Aqd dalam 

konteks 

pemerintahan, 

dengan fokus yang 

berbeda. 

Perbedaan utama 

antara Penulis 

dan Peneliti 

sebelumnya yaitu 

dalam objek 

kajian dan 

implementasi 

konsepnya. 

Penulis lebih 

terfokus pada 

perbandingan 

kewenangan dua 

lembaga konkret, 

yaitu Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd dan 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) dalam 

konteks 

pemilihan kepala 
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negara, 

sedangkan 

Peneliti 

sebelumnya lebih 

mentoroti 

implementasi 

konsep Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd, 

khususnya 

seperti yang 

diterapkan oleh 

Al-Mawardi, 

dalam konteks 

pemilihan 

pimpinan KPK 

oleh DPR. 

FINA NUR 

ABDILLAH 
REKONTRUKSI AHL 

AL-HALL WA AL-

`AQD DALAM 

SISTEM 

KETATANEGARAAN 

INDONESIA 

(RELEVANSI 

KEDUDUKAN MPR 

PASCA 

Penulis dan Peneliti 

sebelumnya sama 

dalam mengulas 

konsep Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd dalam 

konteks 

pemerintahan, 

dengan 

menggunakan 

Perbedaan 

mendasar terletak 

pada cakupan 

penelitian dan 

fokus 

analisisnya. 

Penulis lebih 

memusatkan 

perhatian pada 
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AMANDEMEN 1945) pendekatan analisis. 

Keduanya 

memahami peran ini 

dalam dinamika 

politik dan 

pemerintahan saat 

ini.  

Keduanya 

mengeksplorasi 

konsep Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd sebagai 

elemen kunci dalam 

tradisi pemerintahan 

Islam. Pendekatan 

analitis digunakan 

untuk menyelami 

implikasi dan 

signifikansi konsep 

ini dalam konteks 

modern. 

 

perbandingan 

antara Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd 

dengan Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) 

khususnya dalam 

proses pemilihan 

kepala negara di 

Indonesia. Dan 

Peneliti 

sebelumnya 

kedua mengarah 

pada 

merekontruksi 

konsep Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd 

dalam sistem 

ketatanegaraan 

Indonesia, 

khususnya 

setelah 

amandemen 

1945, dengan 

menyoroti 
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relevansi 

kedudukan MPR. 

perbedaan fokus 

penelitian 

menunjukkan 

variasi dalam 

pendekatan dan 

pemahaman 

terhadap peran 

Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd dalam 

konteks yang 

berbeda. 

MUHAMMAD 

NURUL 

HUDA 

Kedudukan dan Peran 

Ahl Al-Hall Wa Al-

`Aqd Halli Wa Al `Aqd 

serta Relevansinya 

dengan Kinerja DPR 

Penulis dan Peneliti 

sebelumnya sama 

dala, membahas 

konsep Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd dalam 

konteks 

pemerintahan dan 

menyoroti peran 

lembaga modern 

dalam sistem politik 

Indonesia. 

Perbedaan 

Penulis dan 

Peneliti 

sebelumnya yang 

mencolok 

terletak pada 

fokus spesifik 

dan pendekatan 

yang digunakan. 

Penulis lebih 

terfokus pada 

perbandingan 
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langsung antara 

dua entitas yang 

berbeda, yaitu 

Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd dan 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU). Fokus 

utamanya adalah 

pada 

kewenangan dan 

peran kedua 

lembaga tersebut 

dalam konteks 

pemilihan kepala 

negara, 

memberikan 

analisis yang 

mendalam 

tentang 

bagaimana 

masing-masing 

lembaga 

berfungsi dan 

mempengaruhi 
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proses pemilihan, 

sedangkan 

Peneliti 

sebelumnya lebih 

menekankan 

pada 

implementasi dan 

relevansi konsep 

Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd dalam 

kinerja de DPR.  

MOCHAMAD 

FADLY 

GINTARA 

STRATEGI 

SOSIALISASI KPU 

KOTA TANGERANG 

DALAM 

PENINGKATAN 

PARTISISPASI 

PEMILIHAN PADA 

PEMILIHAN UMUM 

TAHUN 2019 

Penulis dan Peneliti 

sebelumnya 

berfokus pada 

Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) 

sebagai lembaga 

penting dalam 

proses Pemilihan 

Umum di Indonesia. 

Keduanya 

mengeksplorasi 

bagaimana peran 

dan strategi Komisi 

Pemilihan Umum 

Penelitian 

Penulis memiliki 

pendekatan yang 

lebih teoretis dan 

komparatif. 

Penulis berfokus 

pada 

membandingkan 

kewenangan Ahl 

Al-Hall Wa Al-

`Aqd, sebuah 

entitas dalam 

tradisi Islam, 

dengan 
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(KPU) dapat 

mempengaruhi hasil 

pemilihan dan 

partisipasi 

masyarakat. Kedua 

bertujuan untuk 

meningkatkan 

pemahaman tentang 

efektivitas Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) dalam 

menjalankan 

tugasnya terkait 

Pemilihan Umum. 

kewenangan 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) dalam 

proses pemilihan 

kepala negara di 

Indonesia. 

Penulis mencoba 

mengungkap 

perbedaan dan 

persamaan antara 

dua entitas yang 

berbeda secara 

fundamental 

dalam konteks 

sejarah dan 

budaya. Analisis 

ini lebih 

mendalam dalam 

aspek filosofis 

dan Normatif, 

berusaha untuk 

memahami 

bagaimana 

konsep 
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tradisional dan 

modern dapat 

diintegrasikan 

atau 

dibandingkan 

dalam sistem 

politik Indonesia, 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya lebih 

praktis dan 

operasional. 

Fokusnya adalah 

pada strategi 

sosialisasi yang 

digunakan oleh 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) Kota 

Tangerang untuk 

meningkatkan 

partisipasi 

pemilih dalam 

Pemilihan Umum 

2019. Penelitian 
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ini berorientasi 

pada 

implementasi 

strategi 

komunikasi dan 

efektivitasnya 

dalam 

mendorong 

partisipasi 

masyarakat.  

MUHAIMIN Sistem 

Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum 

Legislatif dan Presiden 

Tahun 2019 di 

Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima tahun 

2019 

Penulis dan Peneliti 

sebelumnya sama 

dalam melakukan 

penelitian yang 

berhubungan 

dengan Pemilihan 

Umum di Indonesia 

dan mengkaji peran 

dan fungsi lembaga 

atau sistem yang 

terlibat dalam 

proses pemilihan 

tersebut. Keduanya 

berusaha 

memahami 

Penulis 

menggunakan 

pendekatan yang 

lebih teoretis dan 

komparatif. 

Penelitian ini 

membandingkan 

dua entitas, yaitu 

Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd dalam 

tradisi Islam dan 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) di 

Indonesia, untuk 
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bagaimana 

Pemilihan Umum 

diselenggarakan dan 

mencari cara untuk 

meningkatkan 

efektivitas dan 

partisipasi dalam 

Pemilihan Umum. 

memahami 

perbedaan dan 

persamaan dalam 

kewenangan 

mereka terkait 

pemilihan kepala 

negara. Fokus 

utamanya adalah 

pada aspek 

historis dan 

filosofis dari 

kedua entitas 

tersebut, serta 

mengenai fungsi 

dalam konteks 

pemilihan kepala 

negara, 

sedangkan 

Penelitian 

terdahulu 

memiliki 

pendekatan yang 

lebih praktis dan 

spesifik. 

Penelitian ini 
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mengkaji 

mengenai 

Pemilihan Umum 

legislatif dan 

presiden tahun 

2019 

diselenggarakan 

di Kecamatan 

Sanggar, 

Kabupaten Bima. 

Fokusnya adalah 

pada aspek teknis 

dan administratif 

dari 

penyelenggaraan 

Pemilihan Umum 

di tingkat lokal, 

termasuk 

tantangan dan 

keberhasilan 

yang dihadapi di 

lapangan. 

Penelitian ini 

memberikan 

gambaran yang 
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lebih terperinci 

tentang 

pelaksanaan 

Pemilihan Umum 

di satu wilayah 

spesifik, yang 

mencakup 

analisis 

operasional dan 

implementasi di 

tingkat 

kecamatan. 

HASBI 

MANGKU 

ALAM 

STRATEGI 

KOMUNIKASI 

KOMISI PEMILIHAN 

UMUM (KPU) KOTA 

PALEMBANG 

DALAM 

MENINGKATKAN 

PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

PADA PEMILIHAN 

UMUM PRESIDEN 

TAHUN 2019 

Penelitian Penulis 

dan Peneliti 

sebelumnya sama 

dalam menyoroti 

peran Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) dalam 

memastikan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

Pemilihan Umum. 

Keduanya 

penelitian memiliki 

Penelitian 

penulis lebih 

teoretis dan 

komparatif, 

membandingkan 

kewenangan Ahl 

Al-Hall Wa Al-

`Aqd dalam 

tradisi Islam 

dengan 

kewenangan 

Komisi 

Pemilihan Umum 
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tujuan implisit 

untuk meningkatkan 

efektivitas 

Pemilihan Umum 

melalui peran 

Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). 

(KPU) di 

Indonesia dalam 

konteks 

pemilihan kepala 

negara. 

Penelitian ini 

lebih mendalam 

dalam aspek 

historis dan 

filosofis, 

mencoba 

mengungkap 

perbedaan dan 

persamaan 

konsep dan 

kewenangan 

antara dua entitas 

yang berbeda 

secara 

fundamental, 

sedangkan 

Peneliti 

sebelumnya lebih 

praktis dan 

terfokus pada 
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aspek 

operasional 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) di tingkat 

lokal, yaitu KPU 

Kota Palembang. 

Penelitian ini 

mengkaji strategi 

komunikasi yang 

digunakan oleh 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) Kota 

Palembang untuk 

meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam pemilihan 

presiden tahun 

2019. 

Pendekatan ini 

lebih berorientasi 

pada 

implementasi dan 
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efektivitas 

strategi 

komunikasi 

melibatkan 

survei, 

wawancara, atau 

analisis data 

komunikasi. 

RAHMAD 

RIYADI 
PENGARUH 

IMPLEMENTASI 

TUGAS DAN 

WEWENANG KPU 

DALAM 

MENINGKATKAN 

PARTISIPASI 

POLITIK 

MASYARAKAT 

PADA PEMILIHAN 

UMUMKADA 

KABUPATEN 

BULUKUMBA 

TAHUN 2015 

Penulis dan 

Penelitian 

sebelumnya sama 

dalam membahas 

tentang peran dan 

kewenangan Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) dalam proses 

pemilihan. 

Keduanya fokus 

pada membahas 

Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) 

dalamm 

menjalankan 

wewenangnya 

dalam konteks 

Penelitian 

Penulis memiliki 

cakupan yang 

lebih luas dan 

teoretis dengan 

membandingkan 

kewenangan dua 

entitas yang 

berbeda, 

perbedaan utama 

antara kedua 

penelitian ini 

terletak pada 

pendekatan dan 

aspek spesifik 

yang dianalisis. 

Penulis lebih 
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pemilihan di 

Indonesia.  

menekankan 

pada 

perbandingan 

teoritis antara 

dua entitas yang 

berbeda yaitu Ahl 

Al-Hall Wa Al-

`Aqd dalam 

tradisi Islam dan 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) dalam 

konteks modern 

Indonesia. 

Penelitian ini 

berusaha 

memahami 

perbedaan dan 

persamaan dalam 

kewenangan dan 

peran kedua 

entitas tersebut 

dalam proses 

pemilihan kepala 

negara. dan 
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Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) dalam 

proses pemilihan 

kepala negara 

yang melibatkan 

historis dan 

teoritis terhadap 

konsep Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd 

serta analisis 

praktis terhadap 

Komisi 

Pemilihan Umum 

(KPU) 

sedangkan 

Peneliti 

sebelumnya 

memiliki fokus 

yang lebih 

spesifik dan 

praktis pada 

tingkat lokal, 

yaitu di 

Kabupaten 
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Bulukumba, dan 

berfokus pada 

peningkatan 

partisipasi politik 

masyarakat 

sebagai akibat 

dari 

implementasi 

tugas dan 

wewenang KPU 

dalam Pemilihan 

Umumkada 

2015. 

 

Berdasarkan beberapa sumber penelitian penelitian 

terdahulu yang relevan tersebut, penulis bisa menganalisis 

terhadap sepuluh penelitian terdahulu, sehingga penulis dapat 

mengambil kesimpulan terkait perbedaan penelitian penulis 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: 

Penelitian Penulis berfokus pada perbandingan teoretis 

antara kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks pemilihan kepala negara. 

Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus 

pada aspek yang lebih spesifik dan praktis, seperti implementasi 

strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengaruh tugas dan 



33 

 

wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan 

lokal, atau konsep-konsep kenegaraan dalam teori Islam dan 

aplikasinya dalam konteks modern. Analisis ini menunjukkan 

perbedaan dalam pendekatan, fokus, dan ruang lingkup 

penelitian, antara studi teoretis-komparatif dengan studi praktis-

empiris atau konseptual. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Be irikut peinyusunan ke irangka pe imikiran yang pe inulis 

susun pada skripsi ini, yaitu:  

1). Konse ip Dasar Ahl-Al-Hall Wa AL-`Aqd 

Ahl-Al-Hall Wa AL-`Aqd yaitu le imbaga pe irwakilan yang 

meinampung dan meinyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, 

dan anggotanya te irdiri dari orang orang dari be irbagai kalangan 

dan profe isi, yang be irtugs me ine itapkan dan me ingangkat ke ipala 

ne igara.
15

 

a. Prinsip prinsip dasar Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd, yaitu: 

1) Ke iwe inangan, Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd ialah orang 

yang me imiliki keiwe inangan untuk meingambil suatu 

ke iputusan atas nama rakyat. 

2) Pe irwakilan, Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd yaitu suatu 

leimbaga pe irwakilan yang me inampung dan 

meinyalurkan suara dan aspirasi dar Masyarakat. 

                                                             
15

Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik 

Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 138. 
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3) Musyawarah, pe ioseis pe ingambilan keiputusan dari Ahl 

Al-Hall Wa Al-`Aqd beirdasar pada prinsip 

musyawarah dan deimokrasi.  

b.  Ke idudukan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dalam sisteim 

pe imeirintahan Islam adalah se ibagai be irikut: 

1. Me ire ika meimiliki keidudukan pe inting dalam 

pe imeirintahan Islam, dan me ire ika beike irja sama 

de ingan khalifah untuk me injalankan peimeirintahan 

yang baik untuk keibaikan umat.  

2. Me ire ika adalah wakil rakyat dalam pe imeirintahan, 

dan tugas me ire ika adalah meimilih dan meingawasi 

khalifah untuk keibaikan umat.  

3. Ke idudukan me ireika se ibagai wakil rakyat dalam 

pe imeirintahan adalah seibagai wakil rakyat.16  

2). Konstitusi Prose is Pe imilihan Ke ipala Ne igara di Indone isia 

“Neigara Indone isia adalah Ne igara Hukum” se icara 

konstitusional teircantum  dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Dasar 1945.
17

 Di dalam hukum tata ne igara Indone isia 

teirdapat suatu proseis dalam meingisi jabatan ke ipala neigara 

meilalui peimilihan oleih rakyat yang mana te ilah diatur dalam 

                                                             
16

Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-

„Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR", Staatsrecht Jurnal Hukum 

Kenegaraan da Politik Islam, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2022), h. 153. 
17

Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat 

Pendidikan Negara Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, (2016), h. 

16. 



35 

 

pe irundang-undangan yang be irlaku dan sah.
18

 Pasal 1 ayat 2 

Undang-Undang Dasar 1945 me ine igaskan jika deimokrasi 

be irisi keidulatan rakyat be irupa pe inye irahan keipada 

masyarakat untuk ikut se irta dalam peingambilan keiputusan 

urusan politik dan keine igaraan dalam hidup be irneigara.
19

 

a. Pe imilihan keipala neigara me ingacu pada prinsip, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Ne igara 1945: 

1. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 

meine igaskan me inge inai syarat pe ingajuan calon 

oleih partai politik atau bisa juga dari gabungan 

partai politik deingan syarat me indapatkan 50 

pe irse in suara dari masyarakat Indone isia.
20

 

2. Pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 

meinyatakan Pasangan calon Pre iside in dan Wakil 

Pre iside in yang me indapatkan suara le ibih dari 50% 

dari jumlah suara dalam pe imilihan umum de ingan 

se idikitnya dua puluh pe irse in suara di se itiap 

provinsi yang te irse ibar di le ibih dari se iteingah 

jumlah provinsi di Indone isia, dilantik me injadi 

Pre iside in dan Wakil Preisidein.
21

 

 

                                                             
18

Paisal, “Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia, Sol Justica, Vol, 1, 

No. 1, (Desember, 2018), h. 59. 
19

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 
20

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden. 
21

Pasal 6A ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. 
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2. Pe imilihan Preiside in dan Wakil Preiside in: 

a. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 

Pre isi ide in dan Wakiil Pre isi ide in di ipiili ih di ipiili ih dalam 

satu pasangan dalam pe imiili ihan umum yang sama 

di ipiili ih se icara langsung ole ih rakyat.
22

 

b. Pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945
23

 

Tata cara peilaksanaaan peimiiliihan Preisi ide in dan 

Waki il Pre isi idein le ibi ih lanjut diiatur dalam Undang-

Undang. 

b. Hukum Pe imi ili ihan Umum dii Iindone isi ia 

1) Se ilaiin Undang-Undang Dasar 1945, pe imi iliihan ke ipala 

ne igara diiatur oleih se ijumlah undang-undang, se ipe irtii 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 te intang 

Pe imiili ihan Umum. 

2) Undang-Undang Pe imilihan iUmum meingatur beirbagai i 

aspe ik se ileiksi i kampanye i, pe indanaan kampanye i, 

meikani ismei pe inghi itungan suara, dan pe inye ile isaiian 

se ingke ita pe imiilu.
24

 

Pe imiili ihan keipala neigara Iindone isi ia me irupakan proseis 

de imokrasii de ingan parti isi ipasii aktiif masyarakat. Pe imi iliihan 

Pre isi ide in dan Wakiil Pre isi idein me irupakan momein pe intiing dalam 

poliiti ik Iindone isi ia dan proseisnya di iatur oleih konsti itusi i dan 

Undang-Undang yang be irlaku. 

                                                             
22

Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 
23

Pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 
24

Haris dan Syamsuddin, Demokrasi di Indonesia-Gagasan dan 

Pengalaman, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 3. 
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Di i dalam Undang-Undang Dasar Ne igara Reipubliik 

Iindone isi ia Tahun 1945 seite ilah peirubahan, pe imiiliihan Pre isi idein dan 

Waki il Preisi ide in diiatur seitiidaknya di i dalam dua bab dan dua Pasal, 

yakni i di i dalam Bab IiIiIi te intang Ke ikuasaan Pe imeiri intahan Neigara 

yang di iatur dii dalam Pasal 6A, dan Bab VIiIi B te intang Pe imi iliihan 

Umum yang di iatur leibi ih lanjut dii dalam Pasal 22 Ei ayat (1) dan 

(2). Le ibi ih lanjut, dii dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 

Ne igara Re ipubliik Iindone isi ia Tahun 1945 pe irubahan Ke iti iga dan 

Ke ie impat diise ibutkan bahwa: 

1) Pre isi ide in dan Wakiil Pre isi ide in di ipiili ih dalam satu 

pasang se icara langsung ole ih rakyat.  

2) Pasangan calon Preisi ide in dan Waki il Preisi ide in 

di iusulkan oleih partaii poliiti ik atau gabungan partai i 

poliiti ik peise irta peimiili ihan umum seibe ilum peilaksanaan 

pe imiiliihan umum.  

3) Pasangan calon Preisi ide in dan Wakiil Pre isi idein yang 

meindapatkan suara leibiih dari i li ima puluh pe irse in dari i 

jumlah suara dalam pe imiili ihan umum deingan 

se idi ikiitnya dua puluh pe irse in suara dii se iti iap provi insi i 

yang te irse ibar di i le ibiih dari i se ite ingah jumlah provi insi i di i 

Iindone isi ia diilantiik meinjadii Preisi ide in dan Wakiil 

Pre isi ide in.  

4) Dalam hal tiidak ada pasangan calon Pre isi ide in dan 

Waki il Preisi ide in teirpiili ih, dua pasangan calon yang 

meimpe iroleih suara teirbanyak pe irtama dan ke idua 
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dalam peimiili ihan umum diipi iliih oleih rakyat teirbanyak 

di ilantiik se ibagai i Pre isi ide in dan Wakiil Pre isi ide in.  

5) Tata cara peilaksanaan peimi iliihan Preisi ide in dan Waki il 

Pre isi ide in leibi ih lanjut diiatur dalam undang-undang.25  

3). Ke ite irkai itan Konse ip dan Peran  

            Ke ite irkai itan Konse ip Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd deingan 

Pe iran Komi isi i Pe imi ili ihan Umum (KPU) di Indonesia dalam 

Prose is Pe imi iliihan Ke ipala Ne igara yaitu: 

Se ibagai imana teilah diike imukakan se ibe ilumnya, 

de imokrasii sangat te irkaiit de ingan pe imi iliihan umum. Untuk 

meimi iliih para wakiil-waki il rakyat yang re ipreise intatiive i i itulah 

pe imiiliihan umum meirupakan sarananya. Ti idak adanya 

pe imiiliihan umum yang compe itiitiive i, yang jujur dan adi il, dapat 

di ianggap se ibagai i kurang atau tiidak adanya deimokrasi i.
26

 

Konse ip Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd meirupakan iistiilah 

dalam hukum Islam yang me ingacu pada hak dan keiwaji iban 

warga ne igara dalam me imi iliih pe imiimpiin. Kai itannya de ingan 

pe iran Komi isi i Pe imi ili ihan Umum (KPU) dalam me imiimpi in 

prose is se ile iksi i neigara dapat diigambarkan se ibagai i beiri ikut: 

 1. Partiisi ipasi i aktiif warga 

Konse ip Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd meine ikankan 

bahwa peimiili ihan keipe imiimpiinan meirupakan hak dan 

ke iwajiiban warga ne igara. Komi isi i Pe imi iliihan Umum (KPU) 

                                                             
25

Paisal, “Pemilihan Kepala Negara Di 

Indonesia”, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2018), h. 16. 
26

Topo Santoso, Pemilu Di Iindonesia, (Jakarta), h. 7 
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be irtanggung jawab untuk me imfasi iliitasii prose is i ini i deingan 

meimastiikan pe imiilu be irlangsung adi il, transparan, dan 

teirbuka bagi i se iluruh warga neigara. Pada Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesiai 1945 meinye ibutkan "Pe imilihan Umum 

Pre isi idein dan Waki il Preisi ide in di ilakukan se icara langsung, 

umum, be ibas, rahasi ia, jujur dan adi il."
27

 

2. Manajeimein pe imiilu 

Komi isi i Pe imi ili ihan Umum (KPU) me impunyai i 

pe iranan peintiing dalam peinye ile inggaraan pe imiiliihan keipala 

ne igara, seipe irtii pe imiiliihan Preisi ide in. Me ire ika beirtanggung 

jawab untuk meine itapkan jadwal Pemilihan Umum, 

meine intukan peiraturan, meinyari ing kandiidat, dan 

meingawasi i ke ise iluruhan prose is pe imi ilu. keidaulatan 

ke ineigaraan yang de imokratiis adalah seitiiap warga ne igara 

be irhak iikut akti if dalam proseis poli itiik i ini i. Bai ik di ipi ili ih 

maupun meimi iliih kareina dalam proseis i ini i di ise ileinggarakan 

oleih Pe imi iliihan Umum. Oleih kare ina iitu, leimbaga yang 

be irwe inang untuk me inye ile inggarakan pe imiiliihan umum 

adalah Komiisi i Pe imi iliihan Umum (KPU).
28

 

 

                                                             
27

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945. 
28

Miftahul Fauzy Haerul Saleh, Halimah, “Kewenangan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar”, 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata negara (Siyasah 

Syar’iyyah), Vol. 1, No. 1, (November, 2019), h. 31. 
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3. Me injamiin peimi ilihan umum yang adi il 

Konse ip Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd meinuntut warga ne igara 

untuk beirpartiisi ipasi i dalam peimi ilu deingan i itiikad baiik dan 

meinjunjung ti inggi i ni ilaii-ni ilaii keiadi ilan. Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) be irtanggung jawab untuk me imastiikan peimiilu 

di ilaksanakan seicara adiil dan tiidak ada peilanggaran yang dapat 

meirugi ikan kandi idat atau peimiiliih te irteira dalam Pasal 22E i ayat 

1 Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia i 1945.
29

 

 4. Transparansii dan akuntabiiliitas 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus me injalankan 

fungsi inya se icara transparan, me imbeiri ikan iinformasii yang 

meimadaii ke ipada publiik. Hal i inii se ijalan deingan pri insi ip 

transparansii  konse ip Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd.
30

 

Tabel 2 Perbandingan Konsep Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dan 

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan 

Kepala Negara 

Aspek Konsep Ahl Al-Hall Wa 

Al-`Aqd 

Peran Komiisii Peimiiliihan 

Umum (KPU) dalam 

Pemilihan Kepala Negara 

Partisifasi aktif 

warga 

Menekankan hak dan 

kewajiban warga negara 

Memfasilitasi proses pemilu 

yang adil, transparan, dan 

                                                             
29

Ta‟Mirotul Biroroh-Muwahid, “Optimalisasi Peran Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di 

Indonesia”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 

Vol. 24, No. 2, (Desember, 2021), h. 368. 
30

“Komitmen KPU Untuk Selalu Transparan”, 

(https://www.kpu.go.id/), diakses 3 September 2024, Pukul 23.20 WIB. 
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dalam memilih 

pemimpin. 

terbuka bagi seluruh warga 

negara. 

Manajemen 

pemilu 

Tidak dijelaskan secara 

spesifik. 

Menetapkan jadwal, 

menentukan peraturan, 

menyaring kandidat, dan 

mengawasi keseluruhan 

proses pemilu. 

Menjamin 

pemilu yang 

adil 

Menuntut partisipasi 

warga dengan itikad baik 

dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai keadilan. 

Memastikan pemilu 

dilaksanakan secara adil dan 

tidak ada pelanggaran yang 

merugikan kandidat atau 

pemilih. 

Transparai dan 

Akuntabiltas 

Menuntut transparansi 

dalam proses pemilihan. 

Menjalankan fungsi 

transparan memberikan 

informasi memadai kepada 

publik. 

 

Berdasarkan sumber rujukan dan buku-buku terkait Fiqh 

Siyasah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum menjelaskan mengenai keterkaitan konsep Ahl 

Al-Hall Wa Al-`Aqd dengan peran Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dalam proses pemilihan kepala negara di Indonesia dapat 

dilihat dari prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh kedua 

pihak, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

aktif warga. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berfungsi sebagai 

lembaga yang memfasilitasi hak dan kewajiban warga negara 
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Indonesia dalam proses pemilu, menjalankan fungsinya sesuai 

dengan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa pemilu 

berlangsung dengan adil dan transparan. 

Be irdasarkan hal teirse ibut, keite irkaiitan  konse ip Ahl Al-Hall 

Wa Al-`Aqd deingan pe iran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 

Indonesia dalam prose is pe imi iliihan ke ipala ne igara adalah Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia be irfungsi i se ibagai i le imbaga 

yang me imfasiili itasii hak dan keiwaji iban warga ne igara dalam proseis 

pe imiilu. peimi impiin meinjalankan fungsi inya se isuaii de ingan pri insi ip 

ke iadiilan, transparansii, dan akuntabiili itas. 

4). Perbedaan Peimiili ihan Umum  

      Perbedaan Peimiili ihan Umum Iindoneisi ia Pe imiiliihan Umum 

dalam IslamIslam, yaitu:  

1. Me imbeiri ikan tanggung jawab peimi iliihan keipala neigara 

ke ipada seiluruh rakyat dan meimiili ih siiapa yang me ire ika 

pi iliih. Iini i pasti i ti idak ada dalam Islam Islam. Dalam seijarah 

Islam Islam, pe imiili ihan khaliifah yang di ilakukan oleih Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd keimudi ian diii ikutii ole ih bai iat seiluruh 

rakyat, se ipeirti i pada masa Abû Bakar, atau baiiat langsung 

khaliifah tanpa piili ihan atau batasan, se ipe irtii pada Alî i ibn 

Abî Thâli ib.  

2. Me imbeiri ikan hak suara teirbatas ke ipada se itiiap orang 

kareina suara mayori itas meine intukan peimiimpi in. Me itodei 

i inii ti idak ada dalam seijarah Islam Islam juga. Bai iat yang si ifatnya 

umum teirgantung pada riida manusiia dan keise idi iaan 
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meire ika untuk meimbeiri ikan baiiatnya. Bai iat uniik Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd diilakukan seiteilah prose is musyawarah 

dan pe irtiimbangan tanpa me impeirhi itungkan pe irhiitungan 

suara, se ipeirti i yang te irjadi i dalam peimiili ihan dii Iindone isi ia. 

Se imeintara para fukaha me inyatakan bahwa yang pali ing 

pe intiing adalah peindapat mayori itas dan bukan peindapat 

laiin, hal iinii hanya te irbatas pada peindapat dan pandangan 

Ahl Al-Hall-Wa Al-`Aqd dan bukan pe indapat umum, 

se ipe irtii yang te irliihat dalam peimiilu dii Iindone isi ia.  

3. Bahwa calon calon di ipi iliih dan diibe iri i baiiat oleih rakyat. 

Namun, dalam seijarah IslamIslams, orang me imbeiri ikan baiiat 

ke ipada khaliifah yang di ipi iliih ole ih Ahl Al-Hall-Wa Al-`Aqd 

atau iikut seirta dalam meimbe iriikan baiiat ke ipada iindiivi idu 

teirte intu.31 

Tabel 3 Perbedaan Pemilihan Umum di Indonesia dan 

Pemilihan Umum dalam Islam 

Aspek Pemilihan Umum 

di Indonesia 

Pemilihan Umum 

dalam Islam 

Tanggungjawan 

Pemilihan 

Tanggung jawab 

pemilihan kepala 

negara diberikan 

kepada seluruh 

rakyat yang 

Pemilihan khalifah 

dilakukan oleh Ahl 

Al-Hall Wa Al-

`Aqd kemudian 

diikuti oleh baiat 

                                                             
31

Joni Julhendra, “Pemilu (Pemilihan Umum) dalam Kajian Politik 

Islam,” Jurnal Normatif, Vol. 10, No. 1, (2022), h. 20. 
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memilih siapa 

yang mereka pilih 

seluruh rakyat atau 

baiat langsung 

khalifah tanpa 

pilihan atau 

batasan. 

Hak Suara Hak suara 

diberikan kepada 

setiap orang, 

mayoritas suara 

menentukan 

pemimpin 

Baiat yang bersifat 

umum tergantung 

pada rida dan 

kesiapan 

masyarakat untuk 

memberi baiat; 

proses musyawarah 

dan pertimbangan 

tanpa perhitungan 

suara. 

Pemilihan dan 

Baiat Calon 

Calon dipilih dan 

diberi baiat oleh 

rakyat 

Rakyat memberi 

baiat kepada 

khalifah yang 

dipilih oleh Ahl Al-

Hall Wa Al-`Aqd 

atau ikut serta 

dalam memberi 

baiat kepada 

individu tertentu. 
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Berdasarkan sunber buku-buku Fiqh Siyasah dan 

Pemilihan Umum dalam islamserta Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan gambaran 

terkait perbedaan utama antara pemilihan umum di Indonesia dan 

pemilihan dalam Islam terletak pada siapa yang memiliki 

tanggung jawab memilih pemimpin, bagaimana hak suara 

diberikan dan digunakan, serta proses pemilihan dan baiat calon 

pemimpin. Pemilihan umum di Indonesia menekankan partisipasi 

seluruh rakyat dan penentuan pemimpin melalui suara mayoritas, 

sedangkan dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin lebih 

terfokus pada musyawarah dan keputusan sekelompok pemuka 

masyarakat yang kemudian diikuti oleh baiat rakyat. 

 

H. Metodologi Penelitian  

Pe incariian iini i teirmasuk dalam je iniis pe incariian 

pe irpustakaan (liibrary seiarch) yai itu meitode i deingan pe ingumpulan 

data deingan cara meimahamii dan meimpe ilajarii teiorii-te iori i darii 

be irbagai i liite iratur yang be irhubungan de ingan pe ine ili itiian teirse ibut. 

yai itu meitodei deingan pe ingumpulan data de ingan cara meimahamii 

dan meimpeilajarii teiori i-te iori i darii be irbagai i liite iratur yang 

be irhubungan de ingan pe ine iliitiian teirse ibut.
32

 Dan meinjadiikan bahan 

pustaka se ibagai i sumbe ir i informasii utama, yang be irupa buku, 

                                                             
32

Miza Nina Adlini, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif Studi 

Pustaka” Jurnal Edumaspul, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 2. 
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jurnal yang me imbahas teintang topiik yang akamn diite iliitii 

pe inuliis.
33

 

Studi i dokumein/te iks adalah salah satu me itodei 

pe ingumpulan data kualiitatiif deingan me iliihat dan meinganali isi is 

dokumein-dokume in. Studi i dokume intasi i i ini i meirupakan salah satu 

cara yang dapat diilakukan peine iliitii kualiitatiif untuk meindapatkan 

gambaran darii sudut pandang subje ik me ilaluii suatu me idi ia teirtuliis 

dan dokumein laiinnya yang di ituli is atau di ibuat langsung ole ih 

subje ik yang be irsangkutan. Dokume in dapat beirbe intuk tuliisan, 

gambar, catatan hari ian, se ijarah keihi idupan, peiraturan, keibi ijakan 

atau karya-karya monume intal seise iorang.
34

 

1. Jeini is Pe inde ikatan Peineili itiian  

Pe ine iliitiian i inii meinggunakan me itodei pe inde ikatan kualiitatiif 

de ingan yang mana peineili itiian iini i diilakukan deingan me ineili itii 

bahan pustaka atau data se ikunde ir.
35

 Peinde ikatan kualiitatiif yai itu 

suatu prose is pe ineili itiian se irta peimahaman be irdasarkan pada 

meitode i yang me imahamii se icara meindalam atau me inye ili idiikii 

suatu feinome ina sosi ial, kajiian pustaka dan masalah manusi ia.
36

 

Pe ine iliitiian iini i meinggunakan peinde ikatan kualiitatiif yaknii 

data yang ti idak beirbe intuk angka atau ti idak dapat diiangkakan, 

                                                             
33

J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan 

Keunggulannya, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 104. 
34

Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

CV. Harfa Creative, Cetakan I Januari 2023). h. 64. 
35

Juliansyah Noror, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2011), h. 33. 
36

Sendu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,  

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 19. 
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se ibab dalam data me inggunakankata-kata.
37

 Pe ine iliitiian iini i juga 

meinggunakan me itodei pe irbandiingan hukum, dalam hal i inii 

pe inuliis meimbandiingkan antara Fi iqi ih Si iyasah, khususnya 

Si iyasah Dusturi iyah me inge inai i ke iwe inangan Ahl Al-Hall Wa Al-

`Aqd dan keiwe inangan Komi isi i Pe imi iliihan Umum (KPU) 

se ibagai i leimbaga neigara di i Iindone isi ia yang me injadii 

pe inye ile inggara peimiili ihan umum dalam proses pemilihan 

kepala negara
38

 

2. Me itodei Pe ingumpulan Data 

a. Sumbeir Data 

Se ibagai i bahan untuk meinganali isi is data peine iliiti ian, 

pe ineili itii harus meingumpulkan iinformasii yang di ipe irlukan 

teirkai it deingan pe ineiliiti ian. Dan data yang be irhubungan 

langsung dan harus te irse idi ia beirupa data peinti ing yang 

meile ingkapi i peingamatan (sumbeir data pri imeir) dan data 

yang harus teirse idi ia seibagai i data peinunjang, pe indukung 

(sumbe ir data seikundeir dan teirsi ie ir).
39

   

1. Data Piime ir adalah iinformasii yang di ipe iroleih langsung 

darii  objeik yang di ipe iri iksa.40 Sumbeir data yang 

di igunakan dalam studii keipustakaan se ibagi ian be isar 

                                                             
37

Sapari Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian 

Sosial, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h.31. 
38

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 11. 
39

Farida Nugrahani, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam 

Pemelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta, 2014), h. 16. 
40

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: 

Granit, 2004), h. 57. 
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be irasal darii buku, studi i pe ine iliitiian, dokumein yang 

be irupa catatan te irtuliis atau peiriisti iwa yang te irjadii dii 

masa lampau. Sumbe ir data priime ir adalah buku, kajiian 

dan artiike il akadeimi ik yang langsung me imbahas topiik 

pe ineili itiian.41 Data Priimeir dalam peineili itiian i inii adalah 

ki itab-ki itab fiiqiih si iyasah. Se ipe irtii, Buku Buku Si iyasah 

Syari iyyah, Fi iqi ih Si iyasah, Si iyasah Dusturi iyah, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 te intang 

Pe imiili ihan Umum. 

2. Data seikunde ir adalah buku-buku yang meindukung 

artiike il akadeimiik, peine iliiti ian atau topiik peine iliitiian. dan 

data seikunde ir juga me irupakan suatu iinformasii yang 

teilah diiolah. Data seikunde ir dalam pe ineili itiian iini i 

adalah beirbagai i dokumein yang be irkai itan deingan 

pe irmasalahan dalam pe ine iliitiian yang di idapat darii 

buku-buku, arti ike il iilmiiah, beiri ita-be iriita dii meidi ia masa, 

dan laiinnya.42 

3. Data Teirsi ieir, atau iinformasi i yang me indukung se ibagai i 

sumbe ir hukum Priimeir dan Se ikunde ir. Seipe irt 

E insi iklopeidi ia, Kamus Bahasa, dan arti ike il yang be ire idar 

di i Iinte irne it 

 

 

                                                             
41

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2002), h. 83. 
42

J.Moelang, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosada 

Karya, 1997), h. 112. 
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b. Teikni ik Pe ingumpulan Data
 

Teikni ik pe ingumpulan data adalah langkah yang 

paliing strate igi is dalam se ibuah peine iliitiian, kareina tujuan 

utama darii suatu pe ine iliitiian adalah meine imukan dan 

meindapatkan data. Tanpa data, maka pe inuliis ti idak 

akan meindaptakan data yang me ime inuhii standar yang 

teilah diite itapkan.
43

  

Teikni ik pe ingumpulan data yang di igunakan dalam 

pe ineili itiian iini i adalah peine ilusuran liiteiratur atau studii 

pustaka yang te irdi irii dari i dokumein yang be iri isi i 

i informasii teintang subje ik, objeik dan masalah peine iliitiian 

di ipeitakan dan diianaliisi is se icara siisteimatiis dan 

meinggunakan me itodei dokumeinteir yai itu meincarii, 

meimbaca dan meimpeilajarii dokumein dan liite iratur laiin 

teintang ke iwe inangan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dalam 

pe imiiliihan ke ipala neigara yang akan di ibandiingkan 

de ingan ke iwe inangan Komi isi i Pe imi iliihan Umum (KPU) 

di Indonesia dalam proses pe imiili ihan umum keipala 

ne igara.
44

 

3. Me itodei Anali isi is Data 
 

Teikni ik analiisi is data adalah prose is pe inye ide irhanaan 

data kei dalam beintuk yang le ibi ih mudah di ibaca atau diipahamii 

                                                             
43

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatif Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, CV, 2013), h. 224. 
44

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian 

Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-

18. 
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untuk memberikan iinformasii ke ipada orang lai in. Pada tahap 

analiisi is data, data diiolah dan diigunakan se ide imiiki ian rupa 

se ihi ingga dapat diiturunkan keibe inaran-ke ibeinarannya yang 

dapat diigunakan untuk meinjawab peirtanyaan yang di iajukan 

dalam peine iliiti ian.
45

 

Untuk me ilakukan analiisi is data yang te ilah teirkumpul 

se icara siiste imatiis, te irdapat dua cara yang akan di igunakan 

pe inuliis dalam meinganali isi is data, yai itu:
46

 

a. Analysiis De iscri ipti ion 

Yai itu meimbeiriikan gambaran dan keiteirangan yang 

jeilas, objeikti if, si iste imatiis, analiisti is, dan kri itiis. Data yang 

teirkumpul beirbe intuk kata-kata atau gambar se ihi ingga ti idak 

meine ikankan pada angka. Deingan me inganaliisi is dan 

meinje ilaskan masalah dan me imbeiri ikan gambaran yang 

jeilas untuk meine imukan jawaban yang 

di iharapkan. Analiisi is i inii di ilakukan untuk meinggambarkan 

se icara jeilas data teintang ke iwe inangan Ahl Al-Hall Wa Al-

`Aqd dan kewenangan Komi isi i Pe imiili ihan Umum (KPU) di i 

Iindone isi ia dalam proses pemilihan kepala negara.
47

 

b. Comparati ivei Analysiis 

Anali isi is i ini i diigunakan untuk meimbandi ingkan 

pe irbedaan diiantara antara satu deingan yang lai in, dalam hal 

                                                             
45

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2004), h. 244. 
46

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, Metode Penelitian Survey, 

(Jakarta: LP3ES, 1982), h. 49. 
47

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinas 

miixed methods. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 16. 
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i inii pe inulis akan meili ihat peirbandiingan ke iwe inangan antara 

Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd deingan ke iwe inangan Komi isii 

Pe imiili ihan Umum (KPU) di Indonesia se ibagai i leimbaga 

ne igara dalam meinye ile inggarakan peimiili ihan umum pada 

prose is pe imiiliihan keipala neigara, se ihi ingga ke iwe inangan 

ke idua leimbaga iini i dapat diibandi ingkan.
48

 

4. Teikni ik Pe inuliisan 

Adapun te ikni ik pe inuli isan proposal skri ipsi i i inii, pe inuli isan 

meingacu pada: 

1. Pe idoman Peinuli isan Skri ipsi i Fakultas Syari iah Sultan 

Maulana Hasanuddi in Bantein 2020. 

2. Mappi ing Topi ik Topiik Pe ineili itiian HTN (Si iyasah 

Syari iyyah), Muhammad Iishom E il-Saha. 

3. Me ine imukan Topiik Iisu/Masalah/Pe ine iliiti ian Hukum, 

oleih Muhammad Iishom E il-Saha. 

4. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

Dalam peinyusunan skri ipsi i i ini i, peinuli is meinyusun dalam 

satu bab deingan sub bab yang di ise isuai ikan de ingan i isi i dan maksud 

tuliisan iini i. Hal i ini i diilakukan peinuli is untuk meimpeirmudah 

pe imbahasan dan peinuliisan, adapun si iste imatiika peimbahasn pada 

pe inuliisan i inii, yai itu:  

BAB I PENDAHULUAN: Beiriisii Latar Beilakang 

Masalah, Fokus Peineiliitan, Rumusan Masalah, Tujuan Peineiliitiian, 

Manfaat Peineiliitiian, Peineiliitiian Teirdahulu yang Reileivan, 

                                                             
48

Fausiah Nurlan, Metodologi Peneltian Kuantitatif (Jawa Tengah: 

Pilar Nusantara, 2019), h. 21. 



52 

 

Keirangka Peimiikiiran, Meitodologii Peineiliitiian, Siisteimatiika 

Peimbahasan. 

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG 

PEMILIHAN UMUM: Beiriisii teintang Peingeirtiian Peimiiliihan 

Umum, Siisteim Peimiiliihan Umum, Partiisiipasii Peimiiliih, Fungsii dan 

Tujuan Peimiiliihan Umum. 

BAB III KELEMBAGAAN AHL AL-HALL WA AL-

`AQD DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU): Beiriisii 

teintang Peingeirtiian dan Tugas Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd, Dasar 

Hukum dan Seijarah Peimbeintukan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd,  

Tugas dan Kewajiban Komiisii Peimiiliihan Umum (KPU) di 

Indonesia. Kewenangan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dan 

Kewenangan Komiisii Peimiiliihan Umum (KPU) di Indonesia. 

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN 

KEWENANGAN AHL AL-HALL WA AL-`AQD DAN 

KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI 

INDONESIA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA 

NEGARA: Beiriisii teintang Keiweinangan Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd 

dalam Proseis Peimiiliihan Keipala Neigara, Keiweinangan Komiisii 

Peimiiliihan Umum (KPU) di Indonesia dalam Proseis Peimiiliihan 

Umum Keipala Neigara, dan Analisis Perbandingan Kewenangan 

Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd dan Keiweinangan Komiisii Peimiiliihan 

Umum (KPU)  di Indonesia dalam Proseis Peimiiliihan Keipala 

Neigara. 

BAB V PENUTUP: Beiriisii Keisiimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA: Beiriisii sumbeir-sumbeir rujukan 

peinyusunan skriipsi.i  
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